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LANJUTAN SEJARAH HUKUM AGRARIA DI INDONESIA

Upaya Penyusunan Hukum Agraria Nasional

Proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang dicetuskan
pada tanggal 17 Agustus 1945 oleh Soekarno-Hatta atas nama
bangsa Indonesia merupakan suatu tonggak sejarah sebagai
simbol terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang
merdeka dan berdaulat. Secara yuridis, proklamasi tersebut
memiliki makna terputusnya atau tidak berlakunya hukum
kolonial dan saat mulai berlakunya hukum nasional, sedangkan
secara politis, proklamasi kemerdekaan mengandung arti bahwa
bangsa Indonesia terlepas dari penjajahan menjadi bangsa yang
merdeka.



Proklamasi kemerdekaan tersebut memberi arti penting terhadap
upaya penyusunan hukum agraria nasional. Pertama dengan
proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia memutuskan hubungan
dengan hukum agraria kolonial sekaligus, yang kedua, bangsa
Indonesia berupaya membentuk hukum agraria nasional.

Meskipun demikian, dengan diproklamirkannya kemerdekaan
Indonesia ternyata tidak serta merta pemerintah dapat dengan
mudah membentuk hukum agraria nasional, hal itu membutuhkan
waktu yang cukup lama sampai terbentuknya hukum agraria yang
bersifat nasional. Dengan demikian, guna mencegah adanya
kekosongan hukum (reccht vacuum), maka sambil menunggu
terbentuknya hukum agraria nasional diberlakukanlah Pasal II
Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu : “Segala
badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku,
selama belum diadakan yang baru berdasarkan Undang-Undang
Dasar ini”.



Dengan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 tersebut, maka
segala badan maupun peraturan yang ditetapkan dan merupakan
produk kolonial dinyatakan masih tetap berlaku selama hal
tersebut belum dicabut, belum diubah atau belum diganti dengan
hukum yang baru.

Dasar politik hukum agraria nasional dinyatakan dalam Pasal 33
ayat (3) UUD 1945 yang menyebutkan :

“Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya
dikuasai oleh negara, dan dipergunakan untuk sebesar-besar
kemakmuran rakyat”.

Ketentuan tersebut bersifat imperatif, artinya berbentuk
perintah kepada negara agar bumi, air dan kekayaan alamyang
terkandung di dalamnya nyang diletakkan di bawah penguasaan
negara harus dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran
rakyat Indonesia.



Upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk
menyesuaikan Hukum Agraria kolonial dengan keadaan
dan kebutuhan setelah Indonesia merdeka, yaitu :

1.   Menggunakan kebijaksanaan dan penafsiran baru.
Dala pelaksanaan hukum agraria didasarkan atas
kebijaksanaan baru dengan memakai tafsir yang baru
pula yang sesuai dengan jiwa Pancasila dan Pasal 33
ayat (3) UUD 1945. tafsir baru di sini, conthnya
adalah menegenai hubungan domein verklaring, yaitu
negara tidak lagi sebagai pemilik tanaah, melainkan
negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat
Indonesia hanya menguasai tanah.



2.  Penghapusan hak-hak konversi.
Salah satu warisan feodal yang sangat merugikan rakyat
adalah lembaga konversi yang berlaku di karasidenan
Surakarta dan Yogyakarta. Di daeran ini semua tanah
dianggap milik raja. Rakyat hanya sekedar memakainya,
yang diwajibkan menyerahkan sebagian dari hasil tanah itu
kepada raja, jika tanah itu tanah pertanian atau melakukan
kerja paksa, jika tanahnya tanah perkarangan. Kepada
anggota keluarganya atau hamba-hambanya yang berjasa
atau seti kepada raja diberikan tanah sebagai nafkah, dan
pemberian tanah ini disertai pula pelimpahan hak raja atau
sebagian hasil tanha tersebut di atas. Mereka pun berhak
menuntut kerja paksa. Stelsel ini dinamakan setelsel
apanage.



Tanah-tanah tersebut oleh raja atau penegang apanage
disewakan kepada pengusaha-pengusaha asing unutk usaha
pertanian, berikut hak untuk memungut sebgian dari hasil
tanama rakyat yang mengusahakan tanah itu. berdasarkan
S.1918-20, para pengusaha asing tersebut kemudian
mendapatkan hak atas tanah oleh raja yang disebut hal konversi
(beschikking konversi). Keputusan raja, pada hakikatnya
merupakan suatu keputusan penguasa untuk memakai dan
mengusahakan tanah tertentu.

Berdasrkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1948 yang
mencabut Stb.1918-20. dan ditambah dengan Undang-undang
Nomor 5 Tahun 1950, yang secara tegas dinyatakan bahwa
lembaga konversi, begitu juga hak-hak konversi serta hypotheek
yangmembebaninya menjadi hapus.



3. Pengahapusan tanah pertikelir.

Pada masa penjajahan dikeluarkan kebijaksanaan di
bidan pertanahan oleh Pemerintah Hindia Belanda
berpa tanah partikelir yang di dalamnya terdapat
hak peruanan. Dengan adanya hak pertuanan ini,
seakan-akan tanah-tanah partikelir tersebut
merupakan negara dalam negara. Tuan-tuan tanah
yang mempunyai hak kekuasaan yang demikian besar
banyak yang menyalahgunakan haknya, sehingga
banyak menimbulkan penderitaan dan kesengsaraan
rakyat yang ada atau berdiam di wilayahnya.



Setelah Indonesia merdeka, pemerintah Indonesia melakukan
pembelian tanah-tanah partikelir, namun hasilnya tidak
memuaskan dikarenakan tidak tersedianya dan yang cukup juga
karena tuan-tuan tanah yang bersangkutan menuntut harga
yang tinggi.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1958 tentang
Penghapusan Tanah-tanah Partikelir, 24 Januari 1958, hak-hak
milik partikelir atas tanahnya dan hak-hak pertuanannya hapus,
dan tanah bekas apartikelir itu karen hukum seluruhnya
serentak menjadai tanah negara.

Undang-unang Nomor 1 Tahun 1958 pada hakikatnya merupajan
pencabutan hak, dan kepada pemilik tanah partikelir diberikan
ganti kerugian. Tanah partikelir dinyatakan hapus jika
pembayaran ganti kerugian telah sesuai.



4. Perubahan peraturan persewaan tanah rakyat.

Praturan tentang persewaan tanah rakyat kepada
perusahaan perkebunan bedar khususnya dan orang-
orang bukan Indonesia asli pada umumnya sebagai
yang dimaksudkan dalam Pasal 51 ayat (8) I.S.
untuk Jawa dan Madura diatur dalam dua
peraturan, yaitu Grondhuur Ordonantie S.1918-88
untuk daerahpemerintahan langsung dan
Voerstenlands Grondhuureglement S.1918-20 untuk
Surakarta dan Yogyakarta (daerah-daerah
swapraja). Menurut ketentuan ini persewaan tanah
dimungkinkan berjangka waktu palig lama 21,5
tahun.



Setelah Indonesia merdeka, kedua peraturan tersebut diubah
dengan ditambahkan Pasal 8a dan 8b serta Pasal 15a dan 15b
oleh Undang-undang Darurat Nomor 6 Tahun 1951. undang-
undang Darurat ini kemudian ditetapkan menjadi Undang-undang
Nomor 6 Tahun 1952.

Dengan penambahan pasal-pasal tersebut, maka persewaan
tanah rakyat untuk tanama tebu dan lain-lainnya yang ditunjuk
oleh Menteri Pertanian hanya diperbolehkan paling lama 1 tahun
atau 1 tahun tanaman. Adapun besar sewanya ditetapkan oleh
Menteri Dalam Negeri, kemudian oleh Menteri Agraria. Dengan
demikian, rakyat tidak lagi dirugikan karena besar dan jumlah
sewanya disesuaikan dengan tingkat perkembangan harga pada
saat itu dan waktunya hanya untuk 1 tahun tanaman.



5. Peraturan tambahan untuk mengawasi pemindahan hak atas
tanah.

Dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 24 Tahun 1954 yang
menetapkan Undang-undang Darurat Nomor 1 Tahun 1952
tentang Pemindahan Tanah-tanah dan Barang-barang Tetap
Lainnya yang Tunduk Pada Hukum Eropa, dinyatakan bahwa
sambil menunggu pengaturan lebih lanjut unutk sementara untuk
setiap serah pakai lebih dari 1 tahun dan perbuata-perbuatan
yang berwujud pemindahan hak mengenai hak tanah-tanah dan
barang-barang tetap lainnya yang tunduk pada hukum Eropa
hanya dapat dilakukan setelah mendapat ijin dari Menteri
Kehakiman (dengan Undang-undang Nomor 76 Tahun 1957
izinnya dari Menteri Agraria).



Semua perbuatan yang dilakukan di luar izin menteri tersebut
dengan sendirinya batal menurut hukum, artinya
tanah/rumahnya kembali pada penjual, uangnya kembali kepada
pembeli jika perbuatan berbentuk jual beli. Peraturan mengenai
perizinan ini dimaksudkan untk mencegah atau paling tidak
mengurangi kemungkinan jatuhnya tanah-tanah Eropa,
termasuk rumah atau bangunan yang ada di atasnya ke tangan
orang-orang dan badan-badan hukum asing.

Ketentuan di atas dilengkapi dengan Undang-undang Nomor 28
Tahun 1956 tentang Pengawasan Terhadap Pemindahan Hak-
hak Atas Tanah Perkebunan Erfacht, Eigendom, dan lain-lain
Hak Kebendaan. Dikeluarkan juga peraturan Pemerintah Nomor
35 Tahun 1956 tentang Pengawasan Terhadap Pemindahan Hak
Atas Tanah-tanh Perkebunan Konsesi, yang kemudian diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1959.



Menurut ketentuan di atas, setiap perbuatan yang berwujud
pemindahan hak dan setiap serah pakai untuk lebih dari satru
tahun mengenai tanah erfacht, eigendom, dan hak-hak
kebendaan lainnya atas tanah perkebunan, demikian tanah-tanah
konsesi untuk perkebunan dari bangsa Belanda dan bangsa-
bangsa asinglein serta badan-badan hukum hanya dapat
dilakukan dengan izin Menteri Kehakiman (dengan Undang-undang
Nomor 76 Tahun 1957 izinnya dari Menteri Agraria dengan
persetujuan Menteri Pertanian).

Maksud praturan tersebut di atas adalah untuk mengadakan
pengawasan serta jaminan bahwa penerima haknya mampu
mengusahakan perusahaan perkebunan yang bersangkutan dengan
baik dan bahwa kebun itu tidak akan dijadikan objek spekulasi
belaka.



6. Peraturan dan tindakan mengenai tanah-tanah perkebunan.

Atas dasar Undang-undang Nomor 29 Tahun 1956, Menteri
Agraria dan Pertanian berwenanga melakukan tidakan-tindakan
agar tanah-tanah perkebunan yang mempunyai sifat sangat
penting dalam perekonomian negara diusahakan dengan baik.
Dalam undang-undan gini juga ditetapkan bahwa pemegang
erfacht, eigendom dan hak kebendaan lainnya yang sudah
mengusahakan kembali perusahaan-perusahaan, wajib melakukan
segala sesuatu yang perlu untuk memulai atau meneruskan
usahanya secaa layak menurut ketentuan yang ditetapkan oleh
Menteri Pertanian.



Jika pemegan hak tersebut belum memenuhi kewajibannya,
maka atas pertimbangan Menteri Pertanian, hak erfacht yang
bersanglkutan dapat dibatalkan oleh Menteri Agraria. Hak
erfacht juga dapat dibatalkan, jika menurut pertimbagnan
Menteri Agraria dan Menteri Pertanian sikap pemegang hak
selama waktu yang ditentukan tidak berniat mengusahakan
perusahaan perkebunannya sebagaimana mestinya.

Tanaman dan bangunan di atas tanah tersebut yang menurut
keputusan Menteri Pertanian diperlukan untuk kelangsungan
atau memulihkan pengusahaan yang layak dikuasai oleh negara
dengan pemberian ganti kerugian.



7. Kenaikan Canon dan Cijn.

Canon adalah uang yang wajib dibayar oleh pemgang hak
erfacht setiap tahunnya kepada negara, sedangkan cijn adalah
uang yang wajib dibayar oleh pemegang konsesi perusahaan
perkebunan besar. Pada umumnya, ccnon dan cijn dulu tidak
besar jumlahnya, karena terutama dianggap sebagai tanfa
pengakuan hak pemilik tanah yang dikuasainya dengan hak
erfacht atau konsesi.

Setelah Indonesia merdeka, sebgaian besar tanah-tanah
perkebunan sudah dibuka dan diusahakan, sehingga uang wajib
yang harus dibayar setiap tahunnya itu fungsi atau sifatnya
lain, yaitu sebagai sewa pemakaian tanah.

Dalam Undang-undang Nomor 78 Tahun 1957 tentang 
Perubahan Canon dan Cijn Atas Hak-hak Erfacht dan Konsesi 
guna perkebunan besar ditetpkan bahwa selambat-lambatnya 5 
tahun sekali uang wajib tahunan ini harus ditinjau kembali.



8. Larangan dan penyelesaian soal pemakaiantanah
tanpa izin.

Untuk mencegah meluasnya pemakaian tanah-
tanah perkebunan oleh rakyat tanpa izin
pengusahanya dan untuk menyelesaikan soal
pemakaian tanah yang sudah ada, maka
dikeluarkanlah Undang-undang Darurat Nomor 8
Tahun 1954 tentang Penyelesaian Soal
Pemakaian Tanah Perkebunan Oleh Rakyat.
Undang-undang darurat ini diubah dan ditambah
dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1961.



Ketentuan mengenai larangan pemakaian tanah ranpa izin
yangberhak atau kuasanya diatur oleh Undang-undang Nomor
51 Prp Tahun 1960. undang-undang ini kemudian
diganti dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1961.

Dalam Pasal 2 jo. Pasal 6 Undang-undang Nomor 51 Prp Tahun
1960 dinyatakan bahwa pemakaian tanah tanpa izin yang
berhak atau kuasanya yang saha adalah perbuatan yang
dilarang dan diancam dengan hukuman pidana, tetapi tidak
selalu penunutan pidana.

Menurut Psal 3 jo. Pasal 5, dapat dilakukan penyelesaian
melalui cara dengan mengingat kepentingan pihak-pihak yang
bersangkutan dan rencana peruntukan dan penggunaan tanah
yang dipai itu.



9. Peraturan perjanjian bagi hasil

Perjanjian bagi hasi adalah salah satu bentuk perjanjian antara pemili tanah
dengan pihak lain sebagai penggarap, di mana penggarap diperkenankan untuk
mengusahakan tanah itu dengan pembagaian hasilnya menurut imbagan yang
telah disetujui oleh kedua belah pihak.

Perjanjian bagai hasil semula diatur menurut hukum adat setempat. Imbangan
pembagian hasilnya ditetapkan atas persetujuan kedua belah pihak. Pada
umumnya, pembagian hasil tersebut tidak menguntungka pihak penggarap,
karena tanah yang tersedia untuk dibagihasilkan tidak seimbang dengan
jumlah petani yang memerlukan tanah garapan.

Mengingat bahwa golongan penggarap bagi hasil itu biasanya golongan ekonomi
lemah dan selalu dirugikan, maka dalam rangka melindungi mereka,
dikeluarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi
Hasil. Undang-undanga ini mengharuskan agar pihak-pihak yang membuat
perjanjian bagi hasil dibuat secara tertulis, dengan maksud agar mudah
mengawasi dan mengadakan tindakan-tindakan terhadap mperjanjian bagi
hasil yang merugikan penggarapnya.



10. Peralihan tugas dan wewenang agraria.

Setelah Indonesia merdeka sampai dengan 1955 urusan agraria
berada dalam lingkungan Kementrian Dalam Negeri. Berdasarkan
Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1955 dibentuk Kementerian
Agraria yang berdiri sendiri yang terpisah dari Kementerian
Dalam Negeri. Dalam Keputusna Presiden Nomor 190 Tahun
1957 ditetapkan bahwa Jawatan Pendafataran Kehakiman
semula masuk dalam lingkungan Kementerian Kehakiman dialihkan
dalam lingkungan Kementrian Agraria.

Berdasarka Undang-undang Nomor 7 Tahun 1958 ditetapkan
pengalihan tugas dan wewenang agraria dari Menteri Dalam
Negeri kepada Menteri Agraria, serta pejabat-pejabat di
daerah. Dengan keluarnya undang-undang tersebut, maka
lambat laun terbentuklah aparat agraria di tingkat provinsi,
karasidenan, dan kabupaten/kotamadya.



Sejarah Penyusunan UUPA

Perjalaanan panjang dalam uapaya perancangan UUPA dilakukakan oleh Lima Panitia
rancangan, yaitu Panitia Agraria Yogyakarta, Panitia Agraria Jakarta, Panitia
Rancangan Soewahjo, Panitia Rancangan Soenarjo, dan Rancangan Sadjarwo

Panitia Rancangan Yogyakarta
Dasar Hukum

Panitia ini dibentuk dengan Penetapan Presiden Nomor : 16 Tahun 1948 tanggal
21 Mei 1948, berkedudukan di Yogyakarta diketuai oleh Sarimin Reksodihardjo,
Kepala Bagian Agraria Kementerian Agraria. Panitia ini bertugas anatara lain :
a. Memberikan pertimbangan kepada pemerintah tentang soal-soal mengenai

hukum tanah pada umumnya;
b. Merencanakan dasar-dasar hukum tanah yang memuat politik agararia Republik

Indonesia;
c. Merencanakan peralihan, penggantian, pencabutan peraturan-peraturan lama

tentang tanah yang tidak sesuai lagi dengan kedudukan Republik Indonesia
sebagai negara yang merdeka;

d. Menyelidiki soal-soal lain yang berkenaan dengan hukum tanah.



Asas-asas yang Menjadi Dasar Hukum Agraria Indonesia

Panitia ini mengusulkan tentang asas-asas yang akan merupakan
dasar-dasar Hukum Agraria yang baru, yaitu :
1. Meniadakan asas domein dan pengakuan adanya hak ulayat;
2. Mengadakan peraturan yang memungkinkan adanya

hak perseorangan yang dapat dibebani hak tanggungan;
3. Mengadakan penyelidikan terutama di negara tetangga

tentang kemungkinan pemberian hak milik atas tanah kepaa
orang asing;

4. Perlu diadakan penetapan luas minimum pemilikan tanah bagi
apra petani kecil untuk dapat hidup layak untuk Jawa 2
hektar;

5. Perlu adanya penetapan luas maksimum pemilikan tanah yang
siusulkan untuk pulau Jawa 10 hektar, tanpa memandang
macamnya tanah, sedang di luar Jawa masih diperlukan
penelitian lebih lanjut;

6. Perlu diadkan regidsrasi tanah milik dan hak-hak lainnya.



Keanggotaan Panitia

Panitia Yogyakarta beranggotakan sebagai berikut:

1. Para pejabat dari berbagai kementrian dan
jawatan;

2. Anggota Badan Pekerja Komite Nasional Pusat;
3. Para ahli hukum, wakil-wakil daerah dan ahli

adat;
4. Wakil dari dari sarikat buruh perkebunan;



Panitia Jakarta

Dasar Hukum
Panitia Yogyakarta dibubarkan dengan Keputusan Presiden
Nomor : 3 6 Tahun 1951 tanggal 19 Maret 1951, sekaligus
dubentuk Panitia Agraria Jakarta yang berkedudukan di
Jakarta.

Keanggotaan
     Panitia Jakarta beranggotakan :

1. Ketua : Sarimin Reksodihardjo, kemudian pada tahun 1953
diganti oleh Singgih Praptodihardjo (Wakil Kepala Bagian
Agraria Kementrian Agararia);

2. Pejabat-pejabat kementrian;
3. Pejabat-pejabt jawatan; dan
4. Wakil-wakil organisasi tani.



Usulan kepada pemerintah

Dalam laporannya panitia ini mengusulkan beberapa hal dalam hal
tanah pertanian, sebagai berikut :

1. Mengadakan batas minimum pemilikan tanah, yaitu 2 hektar
dengna mengadakan peninjauan lebih lanjut sehubungan dengan
berlakunya hukum adat dan hukum waris;

2. Mengadakan ketentuan batas maksimum pemilikan tanah, hak
usaha, hak sewa, dan hak pakai;

3. Pertanian rakyat hanya dimiliki oleh warga negara Indonesia
dan tidak dibedakan antara warga negara asli dan bukan asli.
Badan hukum tidak dapat mengerjakan tanah rakyat;

4. Bagunan hukum untuk pertanian rakyat ialah hakl milik, hak
usaha, hak sewa, dan hak pakai;

5. Pengeturan hak ulayat sesuai dengan pokok-pokok dasar negara
dengan suatu undang-undang.



Panitia Soewahjo

Dasar Hukum

Guna mempercepat proses pembentukan undang-undang agraria
nasional, maka dengan Keputusan Presiden RI tertanggal 14
Januari 1956 Nomor : 1 Tahun 1956, berkedudukan di
Jakarta, diketuai oleh Soewahjo Soemodilogo, Sekretaris
Jenderal Kementrian Agraria. Tugas utama panitia ini adalah
mepersiapkan rencana undang-undang pokok agararia yang
nasional, sedapat-dapatnya dalam waktu satu tahun.

Rancangan Undang-undang

Panitia ini berhasil menyusun naskah Rancangan Undang-undang
Pokok Agraria pada tanggal 1 Januari 1957 yang pada berisi :



1. dihapuskannya asas domein dan diakuinya hak ulayat, yang harus ditundukkan pada kepentingan
mum (negara);

2. Asas domein diganti dengan hak kekuasaan negara atas dasar ketentuan Pasal 38 ayat (3) UUDS
1950;

3. Dualisme hukum agraria dihapuskan. Secara sadar diadakan kesatuan hukum yang akan memuata
lembaga-lembga dan unsur-unsur yang baik, baik yang terdapat dalam hukum adat maupun hukum
barat;

4. Hak-hak atas tanah : hak milik sebagai hak yang terkuat yang berfungsi sosial kemudian ada hak
usaha, hak bangunan dan hak pakai;

5. Hak milik hanya boleh dipunyai oleh warga negara Indonesia yang tidak diadakan pembedaan
antara waraga negara asli dan tidak asli. Badan-badan hukum pada asasnya tidak boleh
mempunyai hak milik atas tanah;

6. Perlu diadakan penetapan batan maksimum dan minimum luas tanah yang boleh menjadi milik
seseorang atau badan hukum;

7. Tanah pertanian pada asasnya perlu dikerjakan dan diushakan sendiri oleh pemiliknya;
8. Perlu diadakan pendaftaran tanah dan perencanaan penggunaan tanah.

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor : 97 Tahun 1958 tanggal 6 Mei 1958 Panitia Negara Urusan Agraria 
(Panitia Soewahjo) dibubarkan.



Rancangan Soenarjo

Setelah diadakan perubahan sistematika dan rumusan beberapa pasal,
Rancangan Panitia Soewahjo diajukan oleh Menteri Soenarjo ek Dewan
Perwakilan Rakyat. Untuk membahas rancangan tersebut, DPR perlu
mengumpulkan bahan yang lebih lengkap dengan meminta kepada Universitas
Gadjah Mada, selanjutnya membentuk panitia ad hoc yang terdiri dari:

Ketua merangkap anggota : A.M. Tambunan
Wakil Ketua merangkap anggota : Mr. Memet Tanumidjaja
Anggota-anggota : Notosoekardjo

Dr. Sahar glr Sutan Besar
K.H. Muslich
Soepeno
Hadisiwojo
I.J. Kasimo

Selain dari Universitas Gadjah Mada bahan-bahan juga diperoleh dari 
Mahkamah Agung RI yang diketuai oleh Mr. Wirjono Prodjodikoro.



Rancangan Sadjarwo

Melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959 diberlakukan kembali UUD
1945. Karena rancangan Soenarjo disusun berdasarkan UUDS 1950,
maka pada tanggal 23 Maret 1960 rancangan tersebut ditarik
kembali. Dalam rangka menyesuaikan rancangan UUPA dengan UUD
1945, perlu diminta saran dari Universitas Gadjah Mada. Untuk itu,
pada tanggal 29 Desember 1959, Menteri Mr. Sadjarwo beserta
stafnya Singgih Praptodihardjo, Mr, Boedi Harsono, Mr. Soemitro
pergi ke Yogyakarta untuk berbicara dengna pihak Universitas
Gadjah Mada yang diwakili oleh Prof. Mr. Drs. Notonagoro dan Drs.
Imam Sutigyo.

Setelah selesai penyusunannya, maka rancangan UUPA diajukan
kepada DPRGR. Pada hari Sabtu tanggal 24 September 1960
rancanan UUPA sisetujui oleh DPRGR dan kemudian disahkan oleh
Presiden RI menjadi Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1960 tentang
Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, yang lazim disebut Undang-
undang Pokok Agraria disingkat UUPA.



UUPA Sebagai Hukum Agraria Nasional

Sifat Nasional UUPA

UUPA mempunyai du substansi dari segi
berlakunya, yaitu pertama, tidak memberlakukan
lagi atau mencabut hukum agraria kolonial, dan
kedua, membangun hukum agraria nasional.
Menurut Boedi Harsono, dengan berlakunya UUP,
maka terjadilah perubahan yang fundamental
pada hukum agraria di Indonesia, terutama
hukum di bidang pertanhan. Perubahan yang
fundamental ini mengenai struktur perangkat
hukum, konsepsi yang mendasari maupun isinya.



UUPA juga merupakan undang-undang yang melakukan pembaruan
agraria karena di dalamnya memuata program yang dikenal dengan
Panca Program Agraria Reform Indonesia, yang meliputi :

1. Pembaharuan hukum agraria melalui unifikasi hukum yang
berkonsepsi nasioanl dan pemberian jaminan kepastian hukum;

2. Penghapusan hak-hak asing dan konsesi-konsesi kolonial atas
tanah;

3. Mengakhiri penghisapan feodal secara berangsur-angsur.
4. Perombakan pemilikan dan penguasaan atas tanah serta

hubungan-hubungan hukum yangberhubungan dengan penguasaan
tanah dalam mewujudkan pemerataan kemakmuran dan keadilan,
yang kemudian dikenal dengan program landreform;

5. Perncanaan persediaan dan peruntukan bumi, air dan kekayaan
alam yang terkandung di dalamnya serta penggunaan secara
terencana, sesuai dengan daya dukung dan kemampuannya.



Sifat Nasional Material UUPA

Sifat nasional materian UUPA menunjuk kepada substansi UUPA yang harus
mengandung asas-asas berikut :

1. Berdasarkan hukum tanah adat;
2. Sederhana;
3.Menjamin kepastian hukum;
4. Tidak mengabaikan unsur-unsur yang bersandar kepada hukum agama;
5.Memberi kemungkinan suapya bumi, air dan ruang angkasa dapat

mencapai fungsinya dalam membangun masyarakat yang adil dan
Makmur;

6. Sesuai dengan kepentingan rakyat Indonesia;
7.Memnuhi keperluan rakyat Indonesia menurut permintaan zaman dalam

segala soal agraria;
8.Mewujudkan penjelmaan dari Pancasila sebagai asas kerohanian negara

dan cita-cita bangsa seperti yang tercantum dalam undang-undang;
9.Merupakan pelaksanaan GBHN (dulu Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dan

Manifesto Politik;
10.Melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945.



Sifat Nasional Formal UUPA

Sifat nasional formal UUPA menunjuk kepada
pembentukan UUPA yang memenuhi sifat sebagai
berikut :

1. Dibuat oleh pembentuk undang-undang naisonal
Indonesia, yaitu DPRGR;

2. Disusun dalam bahasa nasional Indonesia;
3. Dibentuk di Indonesia;
4. Bersumber pada UUD 1945;
5. Berlaku dalam wilayah negara Republik Indonesia.



Peraturan Lama yang Dicabut oleh UUPA

Dengan dindangkannya Undang-undang Nomor :
5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-
pokok Agraria pada tanggal 24 September
1960, maka dengan demikian Indonesia memiliki
hukum agraria baru yang bersifat nasional yan
tentunya lepas  dari sifat-sifat kolonial dan
disesuaikan dengan pribadi dan jiwa bangsa
Indonesia sebagai negara merdeka dan
berdaulat.
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